
 

 

 

 

PERATURAN BUPATI BOGOR 

NOMOR 25 TAHUN 2016  

TENTANG 

PENINJAUAN ATAS TARIF PELAYANAN ANTI HAV PADA KELAS III 
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIAWI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BOGOR, 

Menimbang : a. bahwa tarif pelayanan kesehatan untuk pelayanan Anti HAV 

pada Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi telah ditetapkan 
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 

Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada 
Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Bogor; 

  b.  bahwa dengan adanya kenaikan harga terhadap barang habis 

pakai dalam pelayanan Anti HAV pada Rumah Sakit Umum 
Daerah Ciawi, perlu adanya peninjauan terhadap tarif 

pelayanan Anti HAV pada pemeriksaan penunjang diagnostik 
laboratorium patologi klinik di Instalasi Laboratorium pada 
Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan 
Bupati tentang Peninjauan atas Tarif Pelayanan Anti HAV 

pada Kelas III Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi;   

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta 
dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                     
Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3821); 

3. Undang-Undang ... 

 

 

 

SALINAN 

 

BUPATI BOGOR 

PROVINSI JAWA BARAT 

 



-2- 

 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik 

Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4431); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5038); 

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

(Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4844); 

12. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5072); 

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

16. Peraturan ... 
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum Daerah; 

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang 
Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan 

Umum; 

19. Peraturan Menteri Keuangan  Nomor 76/PMK.05/2008 

tentang Pedoman Akutansi dan Pelaporan Keuangan Badan 
Layanan Umum; 

20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang 

Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit (Berita Negara Tahun 
2014 Nomor 1221); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor  Nomor 37); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2016 
tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit 

Umum Daerah di Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 1); 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN ATAS TARIF 
PELAYANAN ANTI HAV PADA KELAS III RUMAH SAKIT 

UMUM DAERAH CIAWI. 

 

BAB I 

PELAYANAN ANTI HAV  

Pasal 1 

Tarif pelayanan Anti HAV pada pemeriksaan penunjang 
diagnostik laboratorium patologi klinik di Instalasi 

Laboratorium pada Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi, 
sebagai berikut : 

JENIS  
PELAYANAN 

Jasa 
Sarana 

(Rp) 

Jasa 
Pelayanan 

(Rp) 

Jumlah 
(Rp) 

Anti HAV 100.000 50.000 150.000 

 

BAB ... 
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BAB II 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 2 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pengenaan tarif 

pelayanan Anti HAV pada pemeriksaan penunjang diagnostik 

laboratorium patologi klinik di Instalasi Laboratorium pada 

Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi berpedoman pada 

Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 3 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor. 

 

                               Ditetapkan di Cibinong 

pada tanggal 24 Agustus 2017 

BUPATI BOGOR, 
 

ttd 

 
                    NURHAYANTI 

  

Diundangkan di Cibinong 

pada tanggal 24 Agustus 2017 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR, 
 

ttd 
 

ADANG SUPTANDAR 

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR 
TAHUN 2016 NOMOR 25 

 

 
 
 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN 
PERUNDANG-UNDANGAN, 

 

 
HERISON 


